
  

  

ISALINAN     

  

BUPATI PURWOREJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NAME 71 TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA CARA FENCAIRANH 
BANTUAN KEUANGAN BEPALA PARTAI POLITIK 

Menimbang 

DI KABUFATEN PURWOREJO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PURWOREJO 

a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam 
pembenan bantuan kevangan kepasta partai pollik, 
Pemadatah Kabupaten Parmonjo tolah menerbiskan 
Peraturan Bypab Momor I11 Tahun 2013 tenteng 

Tata Cara Percairan Bamtuan Kkewangan Kepada 
Perta Polio dh Kabupaten Purworepr, 

bahaa dengan telah distapkanhya Peraturan 
Kbenieri Dalan Koper Nomer 6 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Meoten Dalam Mekeri 
Nomor 77 Tahun 2018 bentang Pedoman Tau Cara 
Penghitungan  Pergangsarai Calam APBD dan 
Terub Admindsrasl Pengajuan Penyaluran, dan 
Lapan Pertanggungasaban Pengguriaan Bantar 
Keuangan Partai polik maka Peraturan Bupah 
sebagaimana dirakeud pada huruf 4 sudah dak 
mun dag sehingga perlu dibnyau kembali dan 

Ka dengan menebapkan Peraturan yan 

beaa berdasarkan peroabangan sebagaimana 

danaksud pada haul sa daa hu h, perlu 

menetapkan Pereruran Rupat tentang Tam Cam 
Perncaan Pantoan Keuangan Kepada Paru Pobbk 

ih Kabupaben Purwono,



Mengingat 

2 

Pasal J8 ayal 4G| Undang-Undang Napar Megara 
Fepublik Indonesa tahun 1945, 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 19597 tentang 
Pembentukan Omerah-doeah Kabupatti Dalam 
Lingkungan Pretusd Jawa Tengah 
Undang-Undang Nomor 23 Tahu MM tentang 

Femenntahan Daerah (Lembaran Megara Republik 

Indonesa Tahun M4 hooor 244, Temileahan 

Lembaran Newata Repubhk Indonesia Node 5597), 
@bapanana dah diubah beberana kab, terakhir 
dengan Undang-Undang Mamor 8 Tahun 2015 

tertang Perubahan Kedua Atas Undang-ubdane 
“Jomur 44 Tahuo 2014 tenang Pecdeahtahari 
Daerah (Lembaran NMcpara Republik neon 
Tahun 015 Somor 58 Tembahan Lembaran Negara 

Republik Indonesa Nomor So”) 

Peraturan Menter Dalam Mepen Momot F7 Tahub 
2014 tentang Pedoman Tara Cara Penghliangan, 
Penganggaran Malam APRO dan Tertib Admimatrpal 
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggbrtyawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partial pebllk, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menten Dalam Hereel Homor 6 
Tahun 2017 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG  TATA CARA 
PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI 
POLTTIK DI KABUPATEN PURPORESO 

HAL k 

KETENTUAN UMUM 

Faaal I 

Kakao Peraturan Bupati wi yang dmaksud dengan 
1 Deerah silalah Kabupaten Pureorepa. 
2 Pemerintahan — Oeerah oo adalah oo peelonggaraan oo UrubAan 

pemenntahan oleh pemedniah daerah dan dewan perwalalan 

Takyat daerah menurut asas otonom dan tugas perobantuan 
denpan pooap obi selusa-lusanya dala asteo dan prmap 
Negara Kesatuan Rewublk Idonesta sebaga dboaksud dalarn 
Undang-Lindang Dasar Mepara Repubik Indonesia Tahun 15th
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Una Pemerah yang cenjadi kesehangan daerah otongan 

Bupay adalah Dupaii Puraorngyo 

Dewan Perwaklkun Ralat Daerah yang selanyunnya dielngkat DPR 
adalah Dowan Perwakilan Rakyat Dmerah Kabupaten Purwotejo, 
kmnlad Peruhhan Umum Darrah yang selanjutnya disingkat KPUD 
adakah Koma! Perabhan Umum Dasrah Kabupaten Purworejo, 

Anggaran Pencdapabn dan Belanja Decrah yang belanputasa 
dong APBD dalah Anggaran Pendapatan dat Betanya Deserah 
ke pet. Per tnej 
Badan Pendapafah, Pengelola Keuangan dan Aset Damah sung 

selanjutnya dangkal BPPKAD mdalah Perangkat Darah yang 
mepunyei tugas pokok dan fungai mengetda perdapatan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Kepala Badan Periapatan Pengelola Keuangan dan Aset Tasrah 
kabupaten Purworgo yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD 
saabah Mebaba Penang Desah sang memapunyai napas pekok dan 
Turu mengelola pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Darrah 
Mato Kesabuuh Pergi dan Pobhk Kabupata Purorepo yang 
selanjutnya didngkh Kantor Keshangpol adalah Perungkat Oia 

yang mempunyd types pokok dan fungsi melaksanakan 
penyusunan dah pelaksanaan kelyakan dasrah bidang kesatuan 
bagas dan paluk dalam negeri Kekldi dengan kewetiangan 
Dera 

kepala Kantor Kesatuan angen dan Poliak kabupaten Pura gorjo 
yang selanjutnya darbur kepala Kesbangpol adah Kepala Kantor 
Kesbatmpot adalah Kepala Perylat Desah yang mempunya 
lugas pokok dah 'lungi melbhkeardakah penyusunan dan 
pelaksanaan keldjakan Daerah bidang kemituan bangaa dan politik 
dalam mega sebuah dengan bewemangan Damrah, 
Lean Foianah Cabang atau Dewan Pkophhan Oeerah yang 
@elanjumnya dbsingkat OPC / DPD adalah pengurus partal pelik «H 
tingkat kabupaten Pursargo yang diiiapkan berdasarkan Till 

keputusan mina wanah cabang, musyasarah daerah, atau sebutan 
kaan, yang melah dsanikan obeh Gemu perapunaan perah pel tik sesuai 
den sera du dn siaran Tuti Uenyppa redeng MAN 

partai pohtik 
Partai politik meladah organisasi yang berelfal maesuonal dan dibentuk 
abah sekelotpok Warga Hepara Indonesia secara sukarela utas 
dasar kesamaan kehendak dan cta-dta Untuk memperjuangkan 
dan membela kepentingan poliik anggota, bangsa dan orsara, serta 

memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesen 
berdasarkan Pencasia dan Undang-Undang Dagar Mengara Repulhile 
Pee ehi M5.



14 Bantuan Keupnggan adalah bantuan keuangan yang 'bereumterr dar 
APBD yang diberikan sorara phopieorul kepada para pohtbik Wiungk 
mendapatkan kura di DPRD yang pengbitunganng berdasarkan 
atas jumlah pole ara, dengan phone  pebebltbah Untuk 
perdulikan pokitik, 

IS Standar Akuntana| Pemerintah adalah pindp-pdngp akuntansi 
yang, diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
kenangan pemerintah, 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Praal 

Ruang bogkup pengaturan dalarn Peraturan Bupat ini adalah 
A keuangan 

BA III 

BANTUAN KELAMGAH 

Pama 3 

(Il Bentuan keuarygaan Pari Poknk dar APBD dibenkan oleh 

Pemeritah Daetali kettap tahunnya 

(el Partai Pabtik sebagaimana datrksud pada ayat (1) adakah Partai 
Perhtik yang mendapatkan kura di DPD, 

4 Bantuan kevangan sebagaimana dimaksud pada ai (1) diberikan 

setara preporeonal yang penhotungana berdasarkan jumdah 
pernlehan suara 

GH Penetapan penerima dan besaran perormaan bantoan keskenpan 

destapkan denga Keputusan Bupati. 

5 Penetapan pereriaa da0 besaran penerfindan bantuan kelarigan 

sebagaterna denaksud peda wat dl mongacu pada Peraturan 
upah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan,



Paral 

Cl Besanya bantyan keuangan yang diberkan hepasta partai politik 
ebakumang dimaksud daam Fasa! 3,  penghuungannya 
berdasarkan pada jumlah perobehah suara hasil pemilu DPRD 

(2 Jamdeh perddehah suara hal peralu DPRD srbagakmana dimaksud 
pada ayat (IN didasarkan pada hasd penghitungan suga setara 
namonal yang ditetapkan deh Komig: Perihhan Umum 

Fasa! 5 

(11 Penentuan besarnya nil bentuan per suara has) Perlu OFRD 

Tebagaamarna dhnaksud dalam Pasal 3 avat (3) didasarkan da 
hal penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun 
anpearah sebelumnya dibap dengan jumlah perolehan suara hand 
Pemilu OPRO bagi pera pelak rare mendapatkan kurgi panle 
Sebelum, 

Id: Jumkah bantuah Keuangan kepada partai poliok kn APBO dalam 
tahan anggaran borkenaen sara dengan nilai bantuan per suara 
hasil pemilu DPRD sebagamana dimaksud pada ayat (1| dikakkan 
dekan jumlah perolehan Mora hal pemalu OPRD penude 
berkrnaan 

BAR 

PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLNTIK 

Bapan kesatu 
Pereyaratatt Pencairan 

Pasal 6 

CI Persearatan pencairan hamruan kesaengan adalah sbagai benar 

B surat keputusan OFP Para Polibk pang menetapkan Jusioah 
kepengurusan DPCO/ OP atau sebutan labinya yang dilegallan 
oleh Ketua Umum dan Sokretara Jenderal OPP Panai Pedldak atau 
sebutan lainnya, 

b oto copy Woro Pokok Wajib Pajak, 

Cc rekening kas UMUM partai poditik pada han 

d, surat kererangan hasil penah petotehan kutai dan 2uars 

paras poldik hosd perihbad umum GOPRO yang ddegalwr Oleh 

ketua Sekrelaras KPUD,



rencana Penggunaan dana batuan keuangan partal polmk 
dengan kompos maumal 6) 45 tenan puluh persen untuk 

perdahkan poluik, 
laporan salsa penenmaan dan penggunaan bantkan kelangan 

tahun anggaran sebetumnya yang telah dipenkaa oleh Badan 
Pemenkaa Kevwangan (BPK| dan 

pakta iowpntas panal politik yang menyatakan bersedia diruntut 
semu Jo dengan peraduran  perundang-undaopah — apatla 
memek Keterangan yang ndak benar yang ditandatangani 
okh Ketua dan Sekretars OTC / OM argu sebutan Jalannya di 
atpaa moterst cukup dengan menggunakan kop surat part 

polluk. 

MO hetengkapan pereyararan sehagpaumeana drnakayd pada ayat (lh di 
buat mommal rangkap 4 (bga: 

(31 Format Pakta Integritas sebagumana dimaksud pada ayat Il) huruf 

& dalah sebagaimana tercantum dalam Lamgran 1 Peraturan 
Bupati Ini. 

Bapaan Kedua 
Tam Garg Pengeyran 

Pasal 7 

(11 Tata cara pencairan banrean keuangan dialah srbapa henkut 
. pimpinan ORC/CPO mengajukan surat peonohonan Eeryada 

In 

Bupati dengan dikngka persyaratan rencaran bantuan 
ketangan se bagumana dunaksud dalami Fabal 6: 
Kupat memberikan rekamendam/diapaman kepada Kepaln 
Kante Kesbangpol untuk menumkaklanjul eno 
Penoaran bantuan beyangan sehagamnana dunnkaud pada 
Juru, 
permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan 
#aluan dan renfikaa keabsahan dan belerigkapat perwyaratan 

Adminstrasi oleh Tim Yenfikan yang selajutnya hami saluas 
dan veriikas ersebut diloangkat dalam Berita Acara Veikaa 
Bantuan Keyangan Kepada Partai Fobbk, 

Kepala Kantor Kesbangpot menyusun tandangan Keputusan 
Hupab Pursorgo tentang Penetapan FPerenoa dan Besaran 
Penerimaan Bantuan Kevergan Kepada Partai Kalok di 
Kabupaten Purworepn, berdasarkan Berita Acara sebaganmanu 

dirsakawd pada huruf & 
Kepala kantor Kesbangpol memompa roko 
pencairan bantuan kecangan kepada Kepala HPPKAD dengan 
dilengkapi Berita Acara Hasil Vera sebagamana domaksud 
pada huruf «, Kepuasan Bupati srbagelmana dimaksud pada 
hond &, dan permohonan sebagaimana dhmaksud pada huruf 4,



E Kepaa DPPKAD mewarkan bantuan keuangan keyesta 
penerica Ikantuan kewangan meal perndahbukuan ke 
momo Tebeniang kas um part pobhk peda bank aa Tama 
part pobuk yang bersangkutan, 

g. kepala PPPRAD membentahukan persalinan bantuan 
keyargan kepaia partal potiak penerma bantuan keuangan 
dan Kepala Bantar Kesbangpol 

424 Surat permohoneo bantuan kebargan sebapaobana ditsaksud pada 
ayat (t) huruf «, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partah 
politik atau sebutan lara denah artpunakan kop surat dan 
cap stempel parta poliik kepada Bupad dengan tembusantya di 
Sampaikan kepada Ketua KPUD dan kepata Kantor Kesbangpol 

(ah Formar Berita Acara Verdikan sebaganmana dimaksud pada ayat 1| 
huruf c, adalah sebagarmang tercantum dalam Lampu II 
Peraturan Bupatl Ini, 

Para 3 

(Ih Talam rangka verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan 
aed iban be damaksed dalam Pasal 7 ayat (1| horuf z 
dibentuk Tim veriAkasi 

(2 Tim sebagutmana dimaksud pada arat 41 ditetapkan dengan 
keputusan Bupati 

Pasal Y 

Peratausahani pengarah banten keuangah didaksanakan dengan 
herpes oaaata @ stamdat akumuang pemerintah menurut ketentuan 
peraturan perurklang- undangan yang berlaku 

BAE Y 

LAPORAN PERTANGOUNGJAWABAN 

Fasat 10 

(lh Partai Pohtik wapb embu laporan pertangkungawaban 
Perri dri peraelusran bantuan keuangan rang bersumber 
den AFBO 

121 Umik membuat laporan Pertankulidawabat sebagaimana 
dioskrud pada ayat (11 paru polaik wajib melaksanakan 
perbukuan dan memelihara buk penerimaan dan pengguaran 
atas dana bantuan bewargean kepada pertu polluk



(3! Apabila dalam pekkesnaso keglatan terdapat MAA anggaran 
dikarenakan adanya dimenal kegiatan atau Urdspat pengalihan 
kepatan /pelaksanahn kegiatan yang tdak sesuai dengan usulan 
eka sa rersrbut dapat digunakan wondk kebutuhan laranya 
depan dara merubah Rencana Arypbuen Belu (KAB setelah 
mendapat pererlujuan dan Tim venfikaa atau dapai disetorkan 
kembali ke Kas Umum Daerah 

Pasal 1 | 

Pari pokik “aib menampakan po pertanggung saban 
pererimaan dan penerus keuangan Kbagarrara dimnakand pesia 
Pasal 10 meta berkala 1 fapbul tebun @ekadl kepedia Pemerintah 
Diserah Setelah diperilosa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (DPR) 

Pasal 12 

Ek Laapeneiar pertanggungjasaban sebagakmana dimakaed pada Pasal 

11 daampaikan kepada Fupal. 

(2! Laporan pertanpturngawaban sebagadmana dimaksud pada ayat Uh 
diwenpukan pahng bumbat 1 faatuh bulan setelah diperiksa oleh 
EHadon Perooriksa Keuangan (BPKE 

HO Format Laporan peranggungawaban bagahnarna dimaksud pada 
amal (ll adalah bgi nana dalan ladipuo Il 
Peraturan Bupati nh, 

GAS V7 

KETENTUAN PEMUTUP 

Pasal 13 

Pada meat Peraturan Bupan on berlaku Peraturan Bupati Peraonejo 
Memet Ill Tahun 2019 otg Tata Cara Perosran Bancuan 
Konga Kepasia Parts Podiake da Kabupaten Porconga (Beri Daerah 
kabupaten Purkorgo Tahun 2013 Momer 111) deabul dan dinyatakan 
tidak berlaku



Pasal 14 

Peraturan Bupad In mula berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar tap orang mengetehumnya, memermtahkan pengundangan 
Peraturan Bupsd bit derean penepatatnya dalam Berita Parrah 
Kabupaten Puraorejo, 

Tetapkan di Purnsareyn 

pwin tanggul ? Oktober 2017 

BUPATI PUK Wu 

Tan ttd 

AiUS BASITAN 

Chundangkan di Punsunya 
pada tanggal 2 Oktober 2017 

SEKRFTARIS (MERAH KABUPATEN PURWOREIU 

Cena Ni 

Sal KOMAPHON 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORESFI 

TAHLN 2017 MOMOR 71 SERLE KOMUk 3
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r 
ee . 

Yang beranda banyan dibawah Im 

Kenda mara Peer Pa Kena kepada Fara Poiok.' 
dekan ani menyatakan bahwa saya, 

| 
z 

  
Dermikan perataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh 
tanggung pwab 

LAMPIRAN | 
PERATURAN BUPATI PURKOREJO 
MICAMOIR 
TENTANG 
TATA SARA PENCAIRAN BANTUAN 
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 
Dt KABUPATEN PURWORESO 

FORMAT PAKTA INTEGRITAS 

Kop Parma Pobuk 5 
PAKTA INTEORITAS 

Maura 
Manar IdenHuws KTP 
Alamat 
Jabatan 
Beriindak untuk dan spa naga 

Tedak ghan melakukan praklek Korupsi, Kadusi dan Repodare (KKN) 
Akan melaporkan kepada pihak yang lerwajb/beraenang apabla 
mangatahul ada Indikaa Korupa Kotus dan Mepyuste (KKN) dari 
dara Bantuan Kovangan kepada Partal Pafitik, 
Akan menggunakan dana Bantuan Keuangan kepada Pamal Podinike | 
Ma dengan peraluran perundang undangan yang berlaku" 
Bersedia diaudit oleh acaned yang beracnang atas penggunaan dana | 
Bean Keuangan kepada Partai Politik pang bersumber dan APBD ' 

Apabila sara melanggar hal-hal vanyg belah saya myatatoon dalam Pakta 
Intepabas 17 saya bersedia dikenakan Wak ses dengan Petaluran 

perundang-undangan yang berlaku 

Purworejo. 

Yang membuai pernyataan,     

DUTATI PLAWOKEJO 

Maap 

AG US HASAN



LAMPIRAN IU 
PERATURAN BUPATI PUSAOREKI 
MURIOE 
TENTANG 
TATA CARA PENCAIRAN RANTIIAN 
KEJANGAN KEPADA PARTAI POLETIK 
DI KABUPATEN PURWORESG 

FOEMAT BERITA ALARA VERIFIKASI 

  

BERITA ACARA VERIFIKASI 
PERMOHONAN BANTUAN KEUANOAN KEPADA PARTAI POLTIK 

EM KABUFATEN PU RWOREJU 

Herdasarkan  Kepubusan Bupati Pujo Nomor 
tentang tanggal telah dilakukan satuan dan 

| merikasd terhadap permohoran dara Bantuan Keuangan kepada Partal 
Polik di Kabupaten Porworeo, baik teks maupun admwmwsoom, 

termasuk dangan rencana penggunaan dananya, dangan haall span 
dermpir dalam Berta Acara ini 

Debian Bert Acara yo dibust dan dikbatangam untuk digunakan 
sebagaimana mestinya, 

  

  

  

          
  

Purworejo, MI, 

po | hama JABATAN DALAM TIM (TANDA TANDAN 

: 

Mengorahui 

KEPALA KANTOR KESBANOPoLl 
KABUPATEN PURWOREIO 

  

  

  
 



Koper 
AL Persyaratan Berkas Admdndsiraai 

1 
2 
3 
4 

BERITA ATARA VERIFIKASI 
PERMEHHAHIAN BANTUAH KEUANGDAH KEPADA PARTAI POLJTIK 

EH KABUPATEN PUWOREJO 

  

en Analisis 

Bentuan Keuangan kepada Partai Pobtk 
Alamat 
Mono Permohonan 

Nominal Pengajuan 

  

  Aspek Penlialarn Tidak Ada) Keterangan 
  

Peretepan perolehan kursi dan | 
suara hamil peratu deh KFUL 

  

Susunan kepengurusan DP 
partal polkdk yang dilegalait 
meh Ketua Umum dan Selgend 
DPP Partat Politik atau sebutan 
lnnya 
Kekenang kas umum partai 
pada bank 

    
  

  

Memnar Pokok Walih Pajak 1 
(NPWP) pertal palilik | 
  

  

dan penggunaan keuangan 
tahun anggaran sebelumnya, 
varig telah diperiksa oleh BFK 

        
BE, Peran Dana 

LS, Kesimpulan 

  Surat Pernyataan Pakta 
Integritas Partai Pobtik         
  

  
  

BUPATI PLRWOREJu 

Cap Tard 

AGUS BASTIAN



LAMPIRAN ID 
PERATURAN DU PATI PURWOREJO 
MEREK 
TENTANG 
TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN 
KEVANGAN KEPADA PARTAI 
POLITIK 
Di KABUPATEN PUFKWOREHI 

FIRMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
BANTUAN KELANGAN PARTAI POLNTK 

  

  

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN | 
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. 

TAHUN ARSGARAN 

Laporan pertanggungagaban peneremaan dan pengeluaran bantuan keuangan 
partai pedubk sebesar Rp yang telah diponksa Badan Pemankaa 
keuangan pada tanggal oo balan tahun sebagai berikut | 

NG | JEWIS PENGELUARAN 

  

' 

JENG VOLUME | REALISASI | KE TERANcAN 
KEGIATAN | KEOJATAN i#pl | 

1 . 3 4 5 b 
JA (PENDIDIKAN POMATIK | | 1 

    
      

  
e. Workshop, danjatau 
IT Kepatan Pertemuan 

Lan semut tugas 
dan fungsi 

| B | OPERASIONAL 
SEKRETARIAT 
1 Na ani Umum 
&. Keperluan Alat 

Tulta Kantor 
bi, Rapat Internal 

Eheleretaran, 
t Trenepo dalam 

rangka mendukung 
kepatar opersooal 
Be kereturiat, 

d Sewa Karen dan 
Hrba. Ia 

      

                 



  

4 Langganan Daya dam 
dara 

2 Telepon dan 
Lstmnk, 

kb. dar Midbum, 

Cc Jose Pos dan Yara: 

d Surat Metiurat 
dari) atau 

e Surat Kabar 

Mongguan atau 

  

1, Femetharaan data 

a. Penyimpanan 
Dada Eeetronilks, 
dan) atak 

hb. Penyimpanan 
Ca Manual, 

  
  

4 Femeliharaan 

Fetalatan Kantor 

Aa Pereelheraan 

peralatan 
@ekirotuk, dan 

b. Pemeliharaan 

peralatan 
mentari           ML       

BUPATI PURWUORE NI 

Maya tia 

AGS BASTLAN


